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PERATURAN 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAPORAN GRATIFIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a.  bahwa Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur 

kewenangan menerima dan kewajiban menetapkan 

laporan gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara 

negara 

c.  bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan 

Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang 
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Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan dalam pelaporan gratifikasi; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang 

Pelaporan Gratifikasi; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

2.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 286); 

4.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

PELAPORAN GRATIFIKASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang 

dimaksud dengan: 

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi 

uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, 

baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar 

negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut 

Komisi adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang. 

3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

selanjutnya disebut Pimpinan adalah penanggung jawab 

tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi. 

4. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi. 

5. Pelapor Gratifikasi yang selanjut disebut Pelapor adalah 

Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan 

Gratifikasi. 

6. Pegawai Negeri adalah meliputi: 
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a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau 

Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; 

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana; 

c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 

negara atau daerah; 

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 

korporasi yang menerima bantuan dari keuangan 

negara atau daerah; atau 

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi 

lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari 

negara atau masyarakat. 

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, 

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang 

diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, 

bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar 

biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau 

kepatutan. 

9. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan 

internal instansi di mana terdapat interaksi langsung 

terkait kedinasan. 

10. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat 

UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh 

pejabat yang berwenang pada lembaga negara, 

kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, 

lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ 

lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan 

daerah untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. 

11. Instansi Pejabat Publik adalah instansi yang 

menjalankan fungsi pelayanan publik. 
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BAB II 

LAPORAN GRATIFIKASI 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang 

menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang 

diterima. 

(2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dianggap pemberian yang berhubungan dengan 

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 

tugasnya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

wajib menolak Gratifikasi.  

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai 

berikut: 

a. pemberian dalam  keluarga yaitu  kakek/nenek, 

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, 

anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, 

paman/bibi,  kakak/adik/ipar, sepupu dan 

keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik 

kepentingan; 

b. keuntungan  atau  bunga  dari  penempatan  dana,  

investasi  atau  kepemilikan  saham pribadi yang 

berlaku umum; 

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau 

organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan 

yang berlaku umum;  

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada 

peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, 

workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan 

sejenis, yang berlaku umum; 

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar 

lainnya,  yang dimaksudkan sebagai alat promosi 

atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan 

sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik 

kepentingan dan berlaku umum;  
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